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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987

A. Konsonan Tungg

No I:}:_géf eterangan
1 |
2 <
3 <
4 <
ST
k dibawah

11 3 zai z -
12 o sa’ S -
13 - syin sy -




14 sad es dengan titik di bawah
15 dad de dengan titik di bawah
16 ta’ te dengan titik di bawah
17 za’ zet dengan titik di bawah

Gl ¢ 6% |G

koma terbalik di atas

B. Konsonan Ra

& A1 ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

Vi

, ditulis lengkap




1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: Jedll 8y : Zakat al-Fiiri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: Sc-Uo Talha

“al” dan bacaan kedua

3. tulis h, kecuali untuk yang sudah
bahasa Indonesia
lis Jamd ‘ah
4. karena berangkai den

lis Ni ‘matullah

ks Zakat al-Fitri

sa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

vii



No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 —— _/ _ Fathah a a
2 o Kasrah i 1
3 ' u u

Contoh:
S —K

viii




E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda .
No Vokal Nama Latin Nama
1 K a bergaris atas
2 S o , a bergaris atas
3 Sig
4 oaris atas
F. Vok dek yang Berurut

san Apostrof

dengan huruf kecil,
kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah
yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah)
maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:



Al-Imam al-Bukharty mengatakan ...

Al-Bukharly dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

Jika diikuti huruf Qomarjyah ditulis al

A W e

o\ A\ : ditulis al-Q

diganti dengan huruf

Kata Sandan

syamsiyyah

Contoh:
o, s al-Qur’an
& - al-Sunnah



J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indongsia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalim. iri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

Thi al-Amy Jami ‘a

Huruf

apostrof jika
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan
harakatnya saja.

Contoh:

Xi



o) agls ol : Ihya’ ‘Uliim al-Din

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya

dengan huruf Arab sud dirangkaikan dengan kata lain,

karena ada huruf Ar:

transliterasi ini jiangkaikan juga dengan

s wa innallah

kaian Frase dan Ka

r kata, atau

t bunyi atau penguc rangkaian

: ditulis syaikh al- ikhul Islam.
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ABSTRAK

Susanto, Mohammad Khanif Hadi. 2024. Batas Minimal Usia
Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif
Maslahah. Skripsi. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Makrum Kholil,
M.Ag.

Di dalam suatu pernikahan diperlukan adanya pedoman bagi
warga negara yang akan melaksanakan pernikahan agar terciptanya
tujuan dari pernikahan tersebut. Pedoman ini merupakan tata atau
aturan-aturan yang lazim juga disebut sebagai kaidah atau norma.
Meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam berdekatan dan mayoritas
penduduknya sama-sama memeluk Agama Islam, akan tetapi dalam
pembuatan aturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia
perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki
perberbedaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum

normatif (normative legal research). Penelitia me akan jenis
penelitian isn if yaitu dengan cara data-data
mengenai erkawinan di negara an Brunei
Darussala tkan dari buku, skrip I, ataupun
jurnal-jurn aitan dengan batas endekatan

Comparati (perbandingan). Pen erupakan
jenis pen litian untuk memb atu objek
penelitian negara-negara lain m peristiwa

suatu Negara.

yang merugikan. peningkatan usia
minimum untuk m hun untuk laki-laki
maupun perempua g didasarkan pada
beberapa prinsip maslahah. Langkah ini bertujuan untuk melindungi
anak-anak dari risiko fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan
pernikahan dini, serta untuk mengurangi potensi mafsadah yang dapat

merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Perkawinan.
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ABSTRACT

Susanto, Mohammad Khanif Hadi. 2024. Minimum Age for
Marriage in Indonesia and Brunei Darussalam from a Maslahah
Perspective. Thesis. Supervisor Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

In a marriage, there is a need for guidelines for citizens who will
carry out the marriage so that th ose of the marriage is achieved.
These guidelines are rules s which are also commonly
referred to as rules or h Indonesia and Brunei
Darussalam are close f the population both
adhere to the Islami i in making laws and

research. ve | | research,
namely by i regarding the i i i
Indonesia

russalam-obtained fr es, theses,
ed to.the age limit fo i i
This approach'is a ty
ject either.with other
ountry.

Number 16 of 2019
th men and women,
rriage.and protect
hild marriage. In

articles, o
Approach
to compar
that have

Inl
years for

approach
ith events

age of 19
achieving

y marriage, as well
s and society as a

Keywords: Comparative Law, Marriage.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan dkatan sosial atau ikatan perjanjian

juan untuk membentuk keluarga

ang dibahas dalam a

tentang bahkan dalam. Al-

keluarg mana dijabarkan de cara untuk

mencap

adalah

konsep keluarga saki lah satunya

1 kriteria calon suami terbaik.?

faktor lain yang ti ting dalam

tidak hanya dib ial saja, namun juga

diperlukan sika dan menyelesaikan

segala hal bagi kedua calon mempelai. Dewasa di sini dalam hukum

! Ahmad Hamid Strong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Aceh: Penah
2010), 1.



Islam diartikan dengan istilah "baligh" atau dengan kata lain
seseorang yang sudah sampai pada masa pembebanan hukum syariat
(taklif). Dengan adanya beban dan tuntutan itulah kemudian seseorang

disebut sebagai "mukallaf" ng yang sudah dibebani dengan

hukum syariat Islam

dan sejalan

dan sunnah.

pernikahan; ' namun i ma sepakat

ia nikah adalah seba

a sesuai dengan kete

membentuk kel

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."®

2 Ahmad Hamid Strong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Aceh: Penah
2010), 5.

3 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan ini menjelaskan landasan
filosofis pernikahan nasional, yaitu Pancasila. Mengaitkan pernikahan
dengan sila pertama Pancasila yakni berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Selain itu, di dala rdapat penegasan pemasyarakatan

ernikahan bersifat mitsaqon

pernikahan.
usia nikah

ada Pasal 7

ng Nemor 1. Tahu

I tentang syarat-syar

anya diizinkan jika p h mencapai

elas) tahun dan piha

tahun."

Indonesia. Namun,
sejalan dengan berubahnya zaman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dirasa sudah tidak relevan jika masih diterapkan di Indonesia dan

perlu untuk dilakukan pengkajian kembali mengingat diberlakukannya

4 Lihat dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5 Lihat dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana
dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya

“yang dimaksud dengan anak gélalah seseorang yang belum berusia

18 tahun, termasuk anak alam kandungan.” Jadi dapat

perlindungan anak

ewasaketika berusia |

bersama bahwa s arat untuk

kahan di Indonesia

ia nikah di atas yang
rakat. Maka lahirlah

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada

tanggal 13 Desember 2018, menjadi landasan dalam melakukan

¢ Abdurrahman Saleh, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
(Surabaya : Pustaka Mas, 1986), 17.



perubahan batas usia pernikahan pada Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974
tentang pernikahan. Kemudian pada tanggal 16 September 2019 oleh
DPR dan pemerintah, RUU tentang perubahan Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawingadisahkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 019 tentang perubahan atas

ahan regulasi ini atas dasar

pikirkan secara mata li, lembaga

Mahkamah Konstitu, etujui atas
ang-Undang tersebut,

yang sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu, perubahan ini juga

bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang diakibatkan

" Abdurrahman Saleh, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
(Surabaya : Pustaka Mas, 1986), 25.



oleh keluarga yang terbentuk dari pasangan yang belum memiliki
kesiapan untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi kesiapan
jiwa dan kesiapan raganya dan belum siap mengarungi bahtera rumah

tangga, sehingga pemerintah gmelalui regulasinya mengatur dan

mengubah batas usia bagi

anita sudah

pernikahan

Ada._beberapa poin mencirikan

ng ingin melangsu

san Pasal 7 disebutka

rnikahan meskipun b

penjelasannya Di

& Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak
di Indonesia". Jurnal Hukum dan Syari’ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016, 65.



menyatakan suatu kondisi mendesak apabila pernikahan antar dua
mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.®

Sedangkan di Brunei Dagussalam Undang-undang pernikahan

dibagi atas tiga golonga an etnis dan agama. Dalam

longan China
pernikahan

959 diubah

55 diubah dengan s

1989, usia yang diat tahun untuk

am Hukum Keluarg disebutkan

secara ai batas minimal han, tetapi

enikah dan

h di Brunei

anak adalah orang

18 tahun. Dalam pers

orang yang sudah menc

erupakan tata atau

aturan-aturan yal kaidah atau norma.

Meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam berdekatan dan mayoritas

® Abdurrahman Saleh, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
(Surabaya : Pustaka Mas, 1986), 25.

10 Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak
di Indonesia". Jurnal Hukum dan Syari’ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016, 67.



penduduknya sama-sama memeluk Agama Islam, akan tetapi dalam
pembuatan aturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia

pernikahan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan.!

, dan emosional i tang untuk

ernikahan.?

Kesejahteraan

atas usia” pernikaha egah risiko
terkait dengan keha yang terlalu

agi ibu maupun ana ut pandang

calon pengantin

tuk menyelesaikan
pendidikan dan mengembangkan diri secara lebih maksimal

sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pendidikan yang

11'M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, "Figih Munakahat", (Jakarta: Cv. Jaya
Star Nine, 2019), 20.

12 Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, “Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman
Dalam Islam”, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50.



baik akan berkontribusi pada terbentuknya keluarga yang lebih
stabil dan sejahtera.

3. Kesiapan Emosional dan Mental
Usia yang lebih matang diharapkan memberikan waktu yang
cukup bagi individu untgk mencapai kedewasaan emosional

dan mental, yang s ing dalam menjalani hubungan

dengan upaya per

ah, melindungi anak
idak menguntungka ung jawab

kat dan pemerintah.

ngka Perceraian

n kontribusi positif

Perubahan regulasi mengenai batas usia pernikahan di
Indonesia adalah langkah yang didasarkan pada pertimbangan
maslahah, yaitu untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang lebih

besar bagi individu dan masyarakat. Meskipun perubahan ini mungkin



B.

10

menghadapi resistensi dari beberapa pihak, prinsip maslahah
menekankan pentingnya melakukan perubahan yang membawa
kebaikan jangka panjang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.™®

maka penulis akan melakukan
| “BATAS MINIMAL USIA
RUNEI DARUSSALAM

Dari pemaparan diat

penelitian yang dirumusk

diteliti

1. Ba ndingan .batas mini

nei Darussalam?

2. Ba uan maslahah terha inimal usia

onesia dan Brunei D

13 Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, “Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman

Dalam Islam”, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 55.
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D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber

wawasan dan ilmu pen an dalam bidang Hukum Keluarga

lam khususnya

sil penelitian ini dapat

a kepentingannegara,

mberikan manfaat

ara umum supaya m

inan terutama pada p

at menjadi manf

E. Kajian Penelitian Terdahulu
Ada beberapa kajian terdahulu yang mengkaji tentang tema
yang berdekatan dengan tema skripsi ini. Di antaranya adalah :



12

1. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul Tingkat Kedewasaan

Antara Laki-laki Dan Pergmpuan Relevansinya Dengan Batas

Usia Perkawinan (S arasi Hukum Islam Dengan

Pandangan Medi 4 Dalam skripsi ini penulis
hanya menjel h dalam hukum Islam
a usia minimal
syariat Islam
h mencapai

ncapai usia

jika seorang anak t batas usia
kil balighnya.
2. ris Santoso dengan | inimal Usia

winan Di Indonesia

15 Dalam skripsi ini

esejahteraan rakyat

“Udi Wahyudi, “Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki dan Perempuan
Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM
DENGAN PANDANGAN MEDIS)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta (2015).

Haris Santoso, “Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia
Persfektif Imam Madzhab”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, (2010).
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dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang
ada di tengah kehidupan masyarakat.

3. Skripsi karya Hotmartua ution dengan judul "Pembaharuan

sia Perkawinan di Indonesia

Hukum Keluarga Isl

terkait sisi

ng-Undang

74 dari segi batas us enelitian ini

wa _alasan yuridisn batas usia
Undang-Undang 1 T

ih 45 Tahun.

ah berjalan

jurnal USM

Perubahan

yakni

mempunyai nilai
jiwa, nasab, akal

(magashid syariah) dan meminimalisir perempuan dari bahaya

®Hotmartua Nasution dengan judul "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam
tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan,
20109.
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kerusakan (madharat) yang lebih berakibat perkawinan usia
anak sebagaimana tertuang dalam konsideran “Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 te

5. Kemudian penelitia

Perkawinan.t’

mendekati terhadap masalah

kan bahwa

membuat

usia perkawinan d gara perlu

ali «dengan peruba dan situasi

adapi pada era mile ni sehingga

t menjadi lebih relev rapkan. Hal

ini tuk membangun ku Indonesia

unggul pada masa ya
diatas berbeda de

akan membah yang kemudian
mengkomparasikan aturan undang-undang perkawinan di kedua

negara, yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.

7 Aristoni,” Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur erkawinan
Perspektif Hukum Islam”,(Jurnal USM Law Review, vol.4, No.1,2021)

18 Yuni Harlina,” Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan).”,(Jurnal Hukum Islam, Vol.20, No.2, Desember 2020)
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Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian

penulis mengenai perubahan batas minimal usia nikah dengan

penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat dari tabel berikut :

awinan
udi
omparasi
ukum
lam
engan
andangan
edis)

\

Peneliti/Tahun Judul Persamaan Perbedaan

Udi Tingkat Membahas | Dalam  penelitian

Wahyudi/2015 | Kedewa tang ini  menggunakan
jenis penelitian

pustaka dan fokus

penelitiannya
anya  mengkaji
atang tingkat

vasaan laki-
perempuan

se elevansinya
ter D batas usia
nik perspektif
hu islam dan
me Sedangkan
dal penelitian
ya i lakukan
ole penulis

nakan
an  pustaka

me
pe

" undang-u

25|

gst pada
perubahan  batas
usia  nikah  di
Indonesia dan
Brunei
Darussalam.

Haris
Santoso/2010

Batas
Minimal

Membahas
tentang

Dalam penelitian
ini hanya
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Usia
Melakukan
Perkawinan
Di
Indonesia
Persfektif
Imam
Madzhab

ketentuan
batas  usia
perkawinan
di Indonesia

menjelaskan

tentang batas
minimal usia
melakukan
pernikahan
menurut  hukum

positif dan hukum
Islam. Sedangkan
dalam  penelitian
yang dilakukan
oleh penulis, lebih
memfokuskan pada

grsoalan batas
ial usia
kan
pé an di
egara asia
te A, yaitu
ia dan
Br
Da lam.
Hotmé embaharua | Membah Pa enelitian ini
Nasut 019 Hukum | tentang me as
eluarga batas me ai adanya
lam perkawinga perubahan ang

entang Usia
awinan

ﬁ onisia
\NU U 1

tahun 2019
Tentang
Perubahan
Undang-
undang
Nomor 1

S o Slal
F Jjadi.
bahan
Ondang-Undang
Nomor 1 Tahun
1974 dari segi batas
usianya.
Sedangkan dalam

penelitian yang
dilakukan oleh
penulis lebih
terfokuskan pada
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Tahun 1974
Tentang
Perkawinan

)

Aristoni/2021

Ridha / 2016

pembahasan terkit
perubahan  batas
usia nikah yang ada
dalam undang-
undang dan aturan
aturan yang berlaku
di Indonesia dan
Brunei
Darussalam.

Membahas terkait
ketentuan
gerubahan  batas
perkawinan
perspektif

alam  penelitian
ini  menggunakan

jenis penelitian
INDONESI | undang- pustaka dan fokus
A DAN | undang penelitiannya
MALAYSI | nomor 1| hanya  mengkaji
A (Studi | tahun 1974 | tentang  undang-
Komparatif | tentang undang nomor 1
Undang- perkawinan. | tahun 1974 tentang
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Undang Dan perkawinan  dan
Perkawinan | Ordinan 43 | mengkomparasikan
Indonesia Keluarga nya dengan ordin
dan Negara | Islam 43 Keluarga Islam
Bagian I Negeri  Serawak
Sarawk) Tahun 2001.
Sedangkan dalam
penelitian yang
dilakukan oleh

penulis,
enggunakan jenis

istigomah atau kan seseorang atau
sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur,

tulus.1®

19 Nawir Yuslem, “Kitab Induk Usul Fikih” (Bandung: Citapustaka Media,
2007), 135.
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Maslahah dalam Bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan
yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan”. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut

disebut maslahah. Dengan begitu maslahah mengandung dua sisi,

yaitu menarik atau mend aslahatan dan menolak atau

menghindarkan kemu

jan orang, terutama

a secara _maksimal

a masyarakat_awam,
dung dalam suatu per

rupakan konsep y

utama oleh para ul

um Islam kontem

20 Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, “Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman
Dalam Islam”, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal

yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam

melakukan penelitian.?!

jurnal-jurnal

an batas usia nikah.

ntuk - pendekatan p digunakan
dekatan Comparative
erupakan jenis pen

atu objek penelitian

an peristiwa yang p alam suatu

Zuliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2011), 254.

2Z2Ani Purwati, “Metode Penelitian Hukum Normatif” (Surabaya: CV Jakad
Media Publishing, 2020), 88
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2. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama dalam

penelitian ini yang didagatkan dari dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan ini. Yaitu teks undang-undang

perkawinan ya ia dan Brunei Darussalam.

, dan dokumentasi s i an ataupun

pinan atau lembaga

ekunder inilah yang

an mengkaji data pri

m Tersier, yaitu baha

ZAbdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), 195.

2Amirudddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), 30.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi
dan identifikasi peraturan hukum, serta klasifikasi dan sistematisasi

bahan hukum sesuai pe an penelitian. Oleh karena itu,

teknik pengumpula yang digunakan dalam

elitian int dilakukan mengkKritis,

memberi "komentar, i buat suatu

p hasil penelitian den iki diri dengan

staka. Metode untu tian hukum

etode preskriptif ya alisis yang

entlaian (justifikasi) tentan

salah atau apa

H. Sistematika

yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan

bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar

2 Jhonny lbrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”,
(Malang : Bayumedia Publishing, 2006), 296.
%Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).,

20.
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penulis ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan
ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sisitematika
berikut:

1. Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori,

2.
3. Bab Il n membahas tentang
nesia dan Brunei
4. alisis batas
Darussalam
5. n bagian penutup ya kesimpulan




BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

menetapkan usia minimurg 19 tahun untuk menikah bagi laki-

laki maupun peremp n tujuan mencapai kesetaraan

gender dalam lindungi anak-anak dari

i yang kuat,

pentingan

gantin dan perlindu Di Brunei
as usia minimum um

k menikah bisa dibe

n dengan syarat-sya

ah yang didasarkan
pada beberapa prinsip maslahah. Langkah ini bertujuan untuk
melindungi anak-anak dari risiko fisik, mental, dan sosial yang
terkait dengan pernikahan dini, serta untuk mengurangi potensi

mafsadah yang dapat merugikan individu dan masyarakat

24
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secara keseluruhan. Di samping itu, kebijakan ini mendukung
pembentukan keluarga yang lebih matang dan stabil, yang
diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap
kesejahteraan sosial dan integritas lembaga perkawinan di

Indonesia. Di Brunei Darussalam, penetapan usia minimum

umumnya pada 18 tuk menikah. Hal tersebut

mencerminkan rinsip-prinsip maslahah.

a penelitian selanjut

ai perbandingan

penelitian  yang

a menggambarkan
perbandingan hukum perkawinan di negara Islam. Dalam
proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik
yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data

atau referensi yang diperlukan.
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